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ABSTRAK  

Skripsi ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap akad qard{ 
dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak 

Malaysia, merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah bagaimana praktik akad qard{ dalam 

skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak Malaysia dan 

bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad qard{ dalam skim 

pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia.  

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Setelah data dikumpulkan, data diolah dengan editing, 
oraganizing dan analyzing. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan 

metode deskriptif analisis yang di selidiki dari praktik pinjaman di 

lapangan. Kemudian diambil kesimpulannya dengan menggunakan pola 

pikir deduktif, yaitu dengan menganalisis menggunakan teori hukum 

Islam dan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Agama Islam Malaysia.  

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa akad pinjam meminjam 

(qard{) yang digunakan dalam skim pinjaman TEKUN Nasional  terjadi 

apabila pengusaha meminjam di TEKUN Nasional dan pihak TEKUN 

mengenakan potongan biaya administrasi sebanyak 4% setahun sepanjang 

jangka waktu pembiayaan dan para pengusaha harus membayar potongan 

biaya administrasi semasa bayaran cicilan bulanan dilakukan. Dalam 

hukum Islam praktik akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional 

yang dijalankan oleh pihak TEKUN sebagai pemberi pinjaman dan 

pengusaha sebagai peminjam sudah memenuhi rukun akad qard{. Namun 

terdapat beberapa syarat pembiayaan yang dikenakan oleh pihak TEKUN 

tidak sesuai dengan hukum Islam dan masih mengandung riba seperti 

pembiayaan lembaga konvensional yang lain. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan 

seperti pihak TEKUN Nasional sendiri haruslah lebih berhati-hati dalam 

menggunakan akad dan syarat-syarat yang dikenakan supaya tidak 

menjadi pinjaman yang termasuk dalam riba yang diharamkan kepada juru 

perunding pihak TEKUN untuk menilai serta mengkaji semula agar akad 

qard{ dalam skim pinjaman yang digunakan TEKUN bersesuaian dengan 

konsep syariah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam dan 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia. 
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                                                                  1    

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang 

beranekaragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan pada 

prinsip-prinsip dan konsep muamalah yang diajarkan oleh syari’at Islam. 

Islam sebagai suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu 

memberikan panduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek 

kehidupan. Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep muamalah yang 

dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syari’at 

Islam khususnya dalam hal tolong menolong. 

Berdasarkan pemaparan di atas, Allah berfirman dalam surat al-Maidah 

ayat 2 yang berbunyi: 

   ...                   

             

Artinya: “…dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S al-Maidah : 2)
1
 

Dari penjelasan di atas, diantara bentuk muamalah yang banyak 

dilakukan oleh manusia yaitu utang-piutang. Utang-piutang merupakan salah 

satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan seseorang 

                                                           
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 

156-157. 
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yang memberikan pinjaman terhadap orang yang lagi membutuhkan 

merupakan anjuran dalam Islam. 

Manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia 

bahwa Allah Maha Pemurah sehingga rezeki-Nya sangat luas.
2
Islam sebagai 

landasan dalam rangka memenuhi kesejahteraan bersama, baik untuk diri 

sendiri maupun orang lain. Islam juga memerintahkan seorang muslim untuk 

bekerja sekuat tenaga dalam mencari rezeki yang halal lagi baik.
3
 

Untuk memenuhi kebutuhan, seseorang dapat meminjam kepada orang 

lain. Jika kebutuhan itu untuk modal usaha, seseorang dapat meminjam 

kepada lembaga formal maupun non formal. Dengan cara inilah seseorang 

akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Dukungan 

regulasi dan fasilitas pemerintah sangat diperlukan bagi tumbuh 

kembangnya usaha rakyat berbasis syariah.
4
  

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang, bahkan di 

anjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada akhirnya 

akan mengeratkan hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah hubungan itu tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Islam.
5
  

                                                           
2
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

169. 
3
 Abdurrachaman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial), Ed.1.Cet.2 (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), 24. 
4
 Euis Amalia, “Transformasi Nilai-nilai Ekonomi Islam”, Jurnal Iqtishad, No. 1, (Februari, 

2009), 106. 
5
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori..., 170. 
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Firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi: 

                       

     

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S 

al-Hadid : 11)
6
 

Dalam Islam, yang disebut dengan utang-piutang ialah pemberian 

harta yang diberikan oleh orang yang memberi utang kepada orang yang 

berutang untuk dikembalikan kembali sesuai dengan jumlah, perjanjian dan 

kesepakatan yang telah disepakati bersama. Qard{ dalam arti bahasa berasal 

dari kata: qarad{a yang sinonimnya: qat}a’a artinya memotong.
7

 Al-qard{ 

adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.
8
 

Secara asasnya, qard{ merupakan akad tabarru’ (kebajikan) dan akad 

irfa>q (belas kasihan). Maksud dari akad tabbaru’ yaitu seorang mukallaf 

membelanjakan harta atau manfaat untuk orang lain pada saat sekarang 

dengan niat melakukan kebajikan dan kebaikkan (birr wa ma ‘ruf). Tabbaru’ 

merupakan  kontrak pemindahan milik yang berasaskan kepada pertolongan, 

                                                           
6
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan..., 538. 

7
 Ibrahim Anis et al, Al-Mu’jam Al-Wasith, Juz 2 (Kairo: Dar Ihya’ At-Turats Al-‘Arabiy, 

1972),726. 
8
 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori..., 131. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

bantuan, dan belas kasihan daripada satu pihak kepada pihak yang lain tanpa 

mengharapkan imbalan.
9
 

Akad qard{ ditetapkan hanya untuk membantu peminjam atau debitur. 

Syariah meletakkan beberapa ukuran khusus  yang agak ketat dalam akad 

qard{. Asas utama ialah akad qard{  tidak dibenarkan adanya tambahan yang 

diberikan kepada pemberi pinjaman. Oleh sebab itu, pemberi pinjaman tidak 

dibenarkan meminta tambahan atas utang tersebut kecuali biaya 

administrasi. Hal ini sejajar dengan keputusan lembaga-lembaga keuangan 

Islam antarabangsa dan kebangsaan. 

Saat ini, akad qard{ tidak dipraktikkan secara meluas dalam lembaga 

keuangan Islam di Malaysia melainkan dipraktikkan di  beberapa lembaga 

mikro kredit. Antara lembaga mikro kredit terbesar di Malaysia ialah 

TEKUN Nasional. TEKUN Nasional merupakan sebuah agensi di bawah 

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. TEKUN Nasional 

didirikan untuk menyediakan kemudahan pinjaman secara mudah dan cepat 

kepada bumiputera untuk memulai atau memajukan bisnis mereka. Selain 

itu, pihak TEKUN Nasional juga menyediakan layanan bantuan dan 

dukungan dari sudut pelatihan dan peluang-peluang bisnis untuk 

meningkatkan  kualitas bisnis yang dijalankan. 

Pada saat ini, meskipun TEKUN Nasional menawarkan berbagai 

produk dan skim pinjaman, semuanya masih berasaskan kepada prinsip qard{. 
                                                           
9
 Hammad, Nazih Kamal, Mu’jam Al-Mustalahat Al-Maliyah wa Al-Iqtisadiyyah fi Lughat Al-

Fuqaha (Dar Al-Qalam, 2008), 107. 
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Oleh karena mayoritas pengusaha TEKUN Nasional adalah dari kalangan 

kaum Melayu Islam, pelaksanaan pinjaman TEKUN Nasional perlu dinilai 

dari sudut syariat Islam bagi memastikan pematuhan terhadap hukum Islam. 

Secara umum, TEKUN Nasional menawarkan 4 (empat) skim 

pinjaman utama yang berbeda menurut kadar perbedaan jumlah pinjaman 

seperti tabel berikut:
10

 

Pinajaman Jumlah Tempoh Bayaran 

Skim Pembiayaan  Mikro 

(SPM) 

RM 1,000-RM5,000 Sehingga 3 tahun 

Skim Pembiayaan  Mikro 

(SPM) 

>RM 5,000-RM10,000 Sehingga 5 tahun 

Skim Pembiayaan Kecil (SPK) >RM 10,000-RM50,000 Sehingga 5 tahun 

Skim Pembiayaan Sederhana 

(SPS) 

>\ RM 50,000-RM100,000 Sehingga 10 

tahun 

 

Selain itu, ini merupakan beberapa ciri-ciri penting dalam skim 

pinjaman TEKUN yaitu  pembayaran pinjaman adalah antara 6 bulan hingga 

10 tahun berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan. Dalam hal pembayaran 

pinjaman, peminjam wajib mengembalikan pinjaman di kantor TEKUN 

kawasan atau bank yang telah ditetapkan  dan Pos Malaysia melalui Cek 

Tarikh Tertunda (Post Dated Cheque). 

                                                           
10

Jenis Skim Pinjaman, dalam https://www.tekun.gov.my/ms/#, diakses pada 27 Maret 2019. 

https://www.tekun.gov.my/ms/
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Selain itu, pengusaha juga diminta untuk membayar bersama potongan 

biaya administrasi TEKUN sebanyak 4% dari nilai pinjaman setiap tahun 

selama pinjaman dijalankan. Potongan biaya administrasi tersebut haruslah 

dibayarkan setiap bulan bersamaan dengan bayaran cicilan bulanan. 

Pengusaha juga diminta untuk memmbuat simpanan wajib sebanyak 5% dari 

nilai pinjaman setiap tahun. Simpanan ini juga haruslah dibuat bersama 

pembayaran pinjaman. Peminjam TEKUN juga akan mendapatkan 

perlindungan di bawah Insurans Pinjaman dan Insurans Hayat dan 

Kemalangan (peminjam) yang ditetapkan oleh TEKUN Nasional dalam jangka 

waktu pinjaman. Dari dokumen-dokumen pinjaman TEKUN mengungkapkan 

bahwa skim yang ditawarkan TEKUN menurut hukum Islam dikenali sebagai 

qard{. 

Dalam pinjaman TEKUN terdapat potongan 4% yang dinamakan 

sebagai potongan biaya administrasi. Biaya yang dikenakan keatas peminjam 

dianggap sebagai syarat wajib yang telah ditetapkan dalam pinjaman. Hal ini 

karena setiap pengusaha yang meminjam harus mengembalikan pinjaman dan 

biaya pengurusan tersebut. Pada prinsip asas akad qard{ yaitu prinsip irfa<q 

(belas kasihan) yang tidak dibenarkan  pengenaan biaya karena pinjaman. 

Maka pemberi pinjaman (TEKUN) tidak seharusnya mengenakan biaya 

pengurusan atau dalam hukum Islam dikenali sebagai fee atau ujrah atas 

pinjaman yang diberikan. Walau bagaimanapun, pihak pemberi pinjam 

(TEKUN) boleh mengenakan fee berasaskan  kepada biaya sebenar jika ia 

boleh dibuktikan. 
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Dalam Majlis Syariah AAOIFI dan Majlis Fiqh Sedunia di bawah OIC 

(Persidangan Negara-negara Islam), mengeluarkan keputusan yang jelas 

dengan menyatakan bahwa kos bagi pengurusan hanya dibolehkan dengan 

syarat biaya itu adalah biaya tambahan pengurusan teknis sebenar. Apabila 

biaya tambahan yang dikenakan melebihi biaya yang sebenar, maka haram. 

Putusan Syariah AAOIFI ini adalah seiring dengan keputusan No.13 ayat (13) 

yang dikeluarkan oleh Majma Fiqh Al- Dawli atau Majlis Fatwa OIC. Ini 

bermakna sebarang biaya yang dikenakan harus berasakan biaya perngurusan 

yang sebenar dan bukannya sekadar meletakkan persen seperti 1%, 2%, 3% 

daripada jumlah pinjaman. Inilah yang dikatakan riba karena manfaat yang 

diberikan bukan berdasarkan biaya pengurusan sebenar. 

Biaya pengurusan yang dibenarkan dalam Majlis Fatwa OIC ialah 

biaya yang dikenakan berdasarkan biaya pengurusan yang sebenarnya tanpa 

terikat kepada nilai hutang peminjam. Jika kadar biaya perkhidmatan tersebut 

dikenakan bagi tujuan untuk menampung kos-kos pengurusan dan 

perbelanjaan tidak langsung seperti gaji pekerja, bayaran sewa bangunan dan 

seumpamanya itu tidak dibenarkan. 

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul ‚ “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Qard{ dalam skim 

pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia” untuk 

meneliti lebih lanjut mengenai praktik akad qard{ dalam skim pinjaman 
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TEKUN Nasional tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum Islam dan juga 

apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan-

kemungkinan cakupan masalah yang dapat muncul dalam penelitian dengan 

melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan 

yang dapat diduga sebagai masalah.
11

 Melalui latar belakang tersebut diatas, 

terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam 

penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Mekanisme utang piutang dalam skim pinjaman TEKUN Nasional. 

2. Golongan yang meminjam dalam skim pinjaman TEKUN Nasional.  

3. Ketentuan persen yang dikenakan terhadap akad qard{ dalam skim 

pinjaman TEKUN Nasional. 

4. Praktik terjadinya akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional. 

5. Tinjauan hukum Islam terhadap akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN 

Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia.  

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian 

ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang : 

1. Praktik akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota 

Bintulu, Sarawak, Malaysia. 

                                                           
11

 Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Teknis Penulisan 
Skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), 8. 
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2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN 

Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis 

dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana praktik akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di 

Kota Bintulu Sarawak, Malaysia? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad qard{ dalam skim 

pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia?  

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang 

memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian 

terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada 

pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat 

ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait utang piutang menurut 

hukum Islam. Diantaranya: 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yushini Khadijah Matin mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2016 dengan 

judul “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qard{ di Koperasi As-

Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam”. Hasil dalam 

penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad qard{ di Koperasi As-
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Sakinah ‘Aisyiyah Kota Malang menerapkan beberapa hal mengenai syarat-

syarat yang harus dipenuhi peminjam ketika meminjam dan dalam 

pengembalian utangnya, dana Koperasi As-Sakinah berasal dari peputaran 

simpanan pokok, wajib dan manasuka. 

Selain itu, tata cara peminjaman dan jaminan yang berupa jaminan 

pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek. Penyelesaiannya 

dengan cara memberikan surat tagihan maksimal tiga kali dan bekerja sama 

dengan Lembaga Sosial ‘Aisyiyah untuk memberikan bantuan kepada 

muqtarid{{} yang kurang mampu diperbolehkan dalam akad qard{ karena 

memberikan tangguh sampai berkelapangan. Penelitiaan ini dengan 

penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang 

akad qard{. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek akad qard{ yaitu 

kredit macet di Koperasi As-Sakinah. Sedangkan, objek pada penelitian 

penulis pada akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional.
12 

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Lona Edria Intan Subrata mahasiswa 

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 dengan judul 

“Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa Sugihwaras Kecamatan 

Candi Kabupaten Sidoarjo”. Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa 

di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi 

rukun dan syarat sahnya akad qard{ dalam Islam karena dalam syariat Islam 

ada menjelaskan bahwa tidak setiap tambahan hutang dapat dinyatakan 

                                                           
12

 Yushini Khadijah Matin, “Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Akad Qardh di Koperasi As-

Sakinah ‘Asyiyah Kota Malang Perspektif Hukum Islam” (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, 

Malang, 2016). 
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dalam kategori riba apabila tambahan tersebut tidak ada transaksi pengganti 

didalamnya. Sedangkan dalam praktik utang piutang berhadiah di Desa 

Sugihwaras tersebut terdapat transaksi pengganti seperti hadiah pada setiap 

tahunnya dan sisa dari pembagian hadiah tersebut akan dibagi kembali 

kepada pihak peminjam. Maka dari praktik tersebut dapat dinyatakan bahwa 

bebas dari riba dan transaksi tersebut tidak dilarang dalam Islam. Penelitian 

ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sama-sama 

membahas tentang utang puitang yaitu akad qard{. Perbedaannya pula adalah 

pada objek akad qard{  tersebut yaitu utang piutang berhadiah yang berlaku di 

Desa Sugihwaras. Sedangkan objek penelitian yang akan penulis lakukan 

adalah pada akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota 

Bintulu, Sarawak, Malaysia.
13

 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Elnisa Salicha mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2017 dengan judul “Analisis 

Hukum Islam Terhadap Transaksi Qard{ untuk Usaha Tambak Ikan di Desa 

Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”. Hasil dari 

penelitian ini menyimpulkan bahwa transaksi qard{ yang digunakan di Desa 

Segoro Tambak tidak diperbolehkan karena transaksi ini mensyaratkan 

keuntungan atas pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur yakni 

pembagian keuntungan atas usaha tambak ikan pada pengembalian pinjaman 

debitur. Penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis 

                                                           
13

 Lona Edria Intan Subrata, “Praktik Akad Utang Piutang Berhadiah di Desa Suguhwaras 

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)” (Skripsi--UIN Sunan 

Ampel, Surabaya, 2017). 
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mempunyai persamaan yaitu sama-sama membahas tentang akad qard{. 

Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

penulis ada pada objek peneltian yaitu objek peneliti ini tentang transaksi 

qard{ untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro. Sedangkan objek penelitian 

penulis adalah akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota, 

Bintulu Sarawak, Malaysia.
14

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dalam melakukan penelitian ini 

penulis memiliki tujuan: 

1. Mengetahui secara mendalam praktik akad qard{ yang digunakan dalam 

skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia. 

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad qard{ yang digunakan 

dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, 

Malaysia. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapakan dapat memberikan manfaat serta 

kontribusi baik bagi praktisi maupun akademisi diantaranya: 
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 Elnisa Salicha, “Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Qardh untuk Usaha Tambak Ikan di 

Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 2017). 
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1. Aspek Teoritis 

a. Bagi penulis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran di bidang hukum Islam khususnya pada akad 

qard{. 

b. Bagi pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan serta 

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/pembanding dalam 

pembuatan skripsi berikutnya. 

c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan skrispi 

pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah jurusan Hukum Perdata 

Islam fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Ampel Surabaya.  

2. Aspek Praktisi 

Bagi praktisi dapat diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan 

acuan untuk mengetahui lebih dalam tentang skim pinjaman TEKUN 

Nasional menurut hukum Islam. Adapun bagi TEKUN Nasional dapat 

dijadikan sebgai catatan/koreksi untuk tetap mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja lembaga yang sudah bagus, sekaligus 

memperbaikan kelemahan dan kekurangan yang ada. 

 

G. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah 

yang ada di dalam penelitian ini,maka penulis memberikan penjelasan atau 

definisi dari beberapa istilah sebagai berikut: 
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1. Hukum Islam: adalah segala aturan dan ketentuan yang bersumber dari 

ayat-ayat Alquran, hadits , pendapat para ulama dan Jawatankuasa Fatwa  

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia n  yang 

terkait dengan akad qard{ dan digunakan penulis untuk meninjau terhadap 

hukum praktik akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota 

Bintulu Sarawak Malaysia. 

2. Skim pinjaman: adalah sebuah rangka pinjaman yang terdapat dalam 

TEKUN Nasional seperti pengusaha meminjam uang TEKUN dan 

mempunyai jangka waktu yang telah ditetapkan. Pinjaman tersebut harus 

dilunasi dengan membayar secara cicilan dalam jangka waktu yang telah 

ditetapkan bersama potongan biaya administrasi dan simpanan wajib 

yang telah dikenakan.  

3. TEKUN Nasional: adalah Tabung Ekonomi Kumpulan Usahawan Niaga 

diambil dari singkatan terma TEKUN merupakan pinjaman terbaik yang 

disediakan oleh pemerintah Malaysia bagi pengusaha kecil bumiputera 

menjalankan atau mengembangkan perniagaan mereka. Kaedah yang 

diguna pakai bagi skim atau produk itu memudahkan pengusaha kecil 

untuk mendapatkan pinjaman.
15

 

 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang dilakukan berorientasi 

                                                           
15

 Wikipedia, TEKUN Nasional, dalam https://ms.wikipedia.org/wiki/TEKUN, diakses pada 25 

Maret 2019.  

https://ms.wikipedia.org/wiki/TEKUN
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pada pengumpulan data lapangan dan empiris yaitu lapangan yang 

mempunyai kriteria tertentu yaitu valid dan data yang valid pasti reliable 

dan obyektif.
16

 

Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif yakni 

lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada 

analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan 

menggunakan logika ilmiah.
17

 Dan dari pendekatan ini akan menghasilkan 

deskriptif berupa tulisan atau perkataan dari orang-orang yang diamati. 

1. Data yang akan dikumpulkan: 

Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk 

menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.
18

. Adapun data yang akan 

dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya: 

a. Data Primer  

1) Praktik akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional.  

b. Data sekunder 

1) Data mengenai latar belakang, visi, misi, struktur organisasi dan 

produk-produk skim pinjaman yang terdapat di TEKUN Nasional 

Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia. 

                                                           
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D (Bandung: Alfabeta, 2014),2. 
17

 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 5. 
18

 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Petunjuk Teknis …,9. 
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2) Dokumen akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional Kota 

Bintulu, Sarawak, Malaysia 

3) Data tentang teori akad qard}{ yang di ambil dari buku, kitab, 

artikal, jurnal dan skripsi terdahulu.  

2. Sumber Data 

Sumber data adalah berasal dari orang langsung atau melalui media 

kepustakaan dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data 

yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumber primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalm 

bentuk dokumen resmi
19

. Sumber primer dari penelitian ini didapat 

dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, yakni : 

1) 2 orang karyawan yaitu pembantu pegawai di TEKUN Nasional di 

Kota Bintulu Sarawak Malaysia. 

2) 2 orang nasabah yang menggunakan akad qard{ dalam skim 

pinjaman di TEKUN Nasional Kota Bintulu, Sarawak.  

b. Sumber sekunder 

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen tidak resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis 

                                                           
19

 Zainuddin Ali, Metode Peneletian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2011), 106. 
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disertai disertasi dan peraturan perundang-undangan.
20

 Dalam 

penelitian ini sumber kepustakaan diperoleh dari buku-buku dan 

kitab-kitab yang berkaitan dengan akad qard{. Berikut adalah sumber 

sekunder penulis: 

1) Al-Quran dan Terjemahan 

2) Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II karya Moh. Sholihuddin, 

M.HI 

3) Lembaga Keuangan Islam: Tinjaun Teoritis dan Praktis karya 

Nurul Huda dan Mohamad Heykal 

4) Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah) karya Mohammad Yazid 

5) Fiqh Muamalah Kontemporer karya Dr. H. Abu Azam Al Hadi, 

M.Ag 

6) Pemecahan Masalah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam karya 

Mohammad Ghufron, Lc. MHI 

7) Fiqh Muamalat karya Ahmad Wardi Muslich 

8) Pegantar Fiqh Muamalah karya Tengku Muhammad Hasbiy As}-

S}iddiqiy 

9) Hukum Perjanjian Dalam Islam karya Chairuman Pasaribu 

10) Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia karya Abdul 

Ghofur 

11) Garis-Garis Besar Fiqh karya Amir Syarifuddin 

 

                                                           
20

 Ibid. 
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3. Teknik Pengumpulan data 

Untuk memperoleh data yang dikumpulkan dalam penelitian, maka 

penulis menggunakan teknik pegumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis 

tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan
21

. Observasi dilakukan di tempat-tempat yang dijadikan 

obyek penelitian. Bukti observasi sering kali bermanfaat memberikan 

informasi tambahan tetang topik yang diteliti. Observasi dapat 

menambah dimensi-dimensi baru untuk pemahaman konteks maupun 

fenomena yang akan diteliti. 

Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan dan mencatat 

mengenai praktik akad qard{ yang digunakan dalam skim pinjaman di 

TEKUN Nasional Kota Bintulu Sarawak, Malaysia. 

b. Wawancara 

Wawancara (Interview) adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
22

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara tidak terstruktur ketat yang lentur dan terbuka 

dengan pertanyaan yang semakin terfokus dan mengarah pada 

                                                           
21

 Masruhan, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 213. 
22

 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 186.  
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kedalaman informasi.
23

 Dimana yang diwawancarai adalah sumber 

data. 

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada pihak-

pihak yang terkait yaitu: Encik Mohd Nasree dan Encik Nicholas 

sebagai pembantu pegawai di TEKUN Nasional, serta para nasabah 

yang menggunakan akad qard{ dalam skim pinjaman di TEKUN 

Nasional yaitu Encik Mohammad Tajuddin dan Puan Normala Binti 

Hasssan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data, dimana 

data tersebut bertujuan untuk membuktikan penelitian ini sehingga 

dapat mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini dan 

penulis dapat mencermati serta menganalisis penelitian ini.
24

 

Dokumentasi yang dilakukan penulis dengan tujuan memperoleh 

dokumen-dokumen yang terkait dengan skim pinjaman TEKUN 

Nasional seperti brosur-brosur tentang skim pembiayaan yang 

ditawarkan oleh pihak TEKUN dan borang permohonan 

pembiayaan TEKUN.  

4. Teknik pengolahan data 

Selanjutnya setelah data dikumpulkan, penulis akan melakukan 

pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
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 Arikunto, Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 27. 
24

 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011),  93. 
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a. Editting  

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang 

dikumpulkan. Editing dilakukan dengan cara memeriksa kembali 

serta mengoreksi data untuk mengetahui kelengkapan, kekurangan 

serta kesesuaian data.
25

 Dalam hal ini penulis memeriksa kembali 

kesesuaian data satu dengan data yang lainnya, keseragaman dalam 

klarifikasi, mengoreksi data terkait kelengkapan bacaan serta 

kejelasan makna terhadap data-data yang sudah diperoleh tentang 

akad qard{ dalam skim Pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, 

Sarawak, Malaysia. 

b. Organizing 

Organizing adalah pengaturan dan penyusunan data yang 

diperoleh sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk 

menyusun laporan skripsi dengan baik.
26

 Dalam hal ini penulis 

menyusun kembali semua data yang sudah diperoleh terkait akad 

qard{ dalam skim pinjaman di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia untuk 

melengkapi kerangka pemaparan yang sudah direncanakan dengan 

rumusan masalah yang sistematis.  

c. Analizing 

Analizing adalah suatu teknik pengolahan data dengan 

memberikan analisis serta merupakan proses keberlanjutan dari 

editing dan organizing yang bertujuan untuk menjawab rumusan 

                                                           
25

 Masruhan, Metode Penelitian Hukum..., 253. 
26

 Sonny Sumarsono, Metode Riset Sumber Daya Manusia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 66 
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masalah dengan menggunakan teori serta dalil lainnya sehingga 

memperoleh kesimpulan terkait fakta yang ditemukan di lapangan.
27

 

5. Teknik analisis data 

Setelah tahap pengolahan data, langkah selanjutnya yaitu 

menganalisa data. Penelitian ini dianalisa secara kualitatif menggunakan 

teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif 

analisis yaitu sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang 

diselidiki dengan melihat fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya 

dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang.
28

  

Dalam hal ini adalah penelitian TEKUN Nasional di Kota Bintulu, 

Sarawak, Malaysia. Peneliti akan mendeskripsikan mengenai praktik akad 

qard{ pada skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, 

Malaysia hingga menemukan sebuah pemahaman kemudian dilanjutkan 

dengan menganalisis dengan ketentuan hukum Islam dan Jawatankuasa 

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam untuk 

mendapatkan kesimpulan akhir. 

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir 

deduktif, yaitu menganalisi data dari umum ke khusus tentang praktik 

akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu 

Sarawak, Malaysia.  

                                                           
27

Chalid Narbuko dan Abu Acmadi, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 1997). 153 
 
28

 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), 

63. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan skripsi ini bersifat sistematis, untuk mempermudah dalam 

pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini dikelempokkan menjadi lima bab, yakni: 

Bab pertama ini akan menjelaskan tentang pendahuluan berupa 

gambaran umum yang memuat pola dasar pemahaman skripsi ini sebagai 

pintu pertama untuk memasuki bab selanjutnya, meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, lalu dirangkai dengan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi tentang akad qard{ dalam hukum Islam dan 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu akad pinjam meminjam 

(qard{) dalam skim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, 

Malaysia. Bab ini membahas tentang pengertian akad qard{, dasar hukum 

akad qard{, syarat dan rukun akad qard{, macam-macam akad qard{, hukum 

(ketetapan) qard{ dan berakhirnya akad qard{. Bab ini juga membahas tentang 

latar belakang, visi misi, struktur keanggotaan, metode istinbat{ yang 

terdapat dalam Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Agama Islam Malaysia dan fatwa pelaksanaan pinjaman (kos 

pengurusan) mengikut prinsip syariah.   

Bab ketiga berisi data penelitian tentang praktik akad qard{ dalam skim 

pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia. Memuat 
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gambaran umum tentang TEKUN Nasional meliputi sejarah berdirinya 

TEKUN Nasional, visi, misi, moto, struktur organisasi, produk skim 

pembiayaan, yang terdapat di TEKUN Nasional Kota Bintulu, Sarawak, 

Malaysia. Penulis juga akan memberikan latar belakang mengenai akad 

pinjam meminjam yang, akad pinjam meminjam yang ditawarkan dalam 

sskim pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia dan 

aplikasi akad qard{. 

Bab keempat berisi mengenai analisis akad qard{ dalam skim pinjaman 

TEKUN Nasional dan  tinjauan hukum Islam terhadap akad qard{ dalam skim 

pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu, Sarawak, Malaysia.  

Bab kelima adalah penutup, berisikan tentang kesimpulan yang 

menjawab rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran-saran dari hasil 

penelitian. Selain itu bab terakhir ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka 

dan lampiran-lampiran.  
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BAB II 

AKAD QARD{  DALAM HUKUM ISLAM DAN JAWATANKUASA FATWA 

MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL EHWAL AGAMA ISLAM MALAYSIA 

 

A. Akad Pinjam Meminjam (Qard{) 

1. Pengertian akad qard{ 

Secara etimologi qard} merupakan masdar dari qarad}ah al-shai’- 

yaqrid}uhu, yang berarti dia memutuskannya. Qard{ adalah bentuk masdar yang 

berarti memutuskan. Dikatakan, qarad}u asy-syari’a bil-miqrad}, atau memutus 

sesuatu dengan gunting. Qard} berarti (potongan). Harta yang dibayarkan kepada 

muqtarid{ (yang diajak akad qard{) dinamakan qard}, sebab merupakan potongan 

dari harta muqrid{ (orang yang membayar). Qard{{ adalah bentuk masdar yang 

berarti memutus. Dikatakan qaradtu sy-syai’a bil-miqrad aku memutus 

sesuatu dengan gunting. Al-qard{ adalah sesuatu yang diberikan oleh 

pemilik untuk dibayar. 

Adapun pengertian secara terminologi qard{ berarti pemberian 

harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang 

sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan 

atau tambahan.
1 Dalam literature fikih, qard} dikategorikan dalam akad 

tat}awwu’i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil
2
 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qard} adalah penyediaan 

dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak 

                                                           
1
 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II, (Surabaya: Uinsa Press, 2014), 77 

2
 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 

178. 
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peminjam(debitur)  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan 

pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu.
3
 

Menurut para ulama istilah al-qard{ adalah sebgai berikut: 

a. Menurut fuqaha: qard{ adalah sebuah perjanjian antara dua orang yang 

saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan sebagian hartanya 

kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah 

ditetapkan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau 

sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan bersama. 

b. Menurut Hanafiyah, qard{ adalah kesepakatan antara dua pihak yang 

melakukan perjanjian kerjasama dalam keuntungan, karena harta 

tersebut diserahkan kepada pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa 

untuk mengelola harta tersebut. 

c. Menurut Malikiyah, qard{ adalah perjanjian yang mewakilkan kepada 

orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang 

lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.  

d. Menurut Syafi’iyah, qard{ adalah perjanjian dengan kententuan 

seseorang menyerahkan kepada orang untuk diperdagangkan.  

e. Menurut Hanabilah, qard{ adalah pemilik harta yang menyerahkan 

hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang 

berdagang dengan bagi hasil yang telah ditentukan. 
4
 

f. Dalam buku Fiqh Sunnah  yang ditulis oleh Sayyid Sabiq memberikan 

definisi qard{ adalah sebagai harta yang diberikan oleh muqrid{{ 

                                                           
3
 Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

4
 Abu Azam Al-Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 111 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
26 

 

(pemberi pinjaman) kepada muqtarid{ (orang yang meminjam), agar 

muqtarid} mengembalikan yang serupa dengan harta yang diberikan 

oleh muqird} ketika telah mampu. 

g. Menurut Hasbi as}-S}iddiqi> qard{ adalah sebuah akad yang dilakukan 

oleh dua pihak yang salah satunya dar pihak tersebut mengambil 

kepemilikkan harta dari yang lainnya dan ia menghabiskan harta 

tersebut untuk kepentingannya, kemudia ia harus mengembalikan 

harta tersebut untuk kepentingannya dan kemudia ia harus 

mengembalikan barang tersebut dengan nilai yang sama di ambil 

dahulu. Dari pengertian qard{ ini memiliki dua pengertian yaitu: I’a>rah 

yang mengandung arti tabbaru’ atau memberikan harta kepada 

seseorang dan akan dikembalikan, dan mu’a>wad}ah karena harta yang 

diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, melainkan 

dihabiskan dan dibayar gantinya.
5
  

Dari pengertian al-qard{ di atas dapat disimpulkan bahwa, akad al-

qard{ adalah sebuah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, 

dimana pihak pemberi pinjam menyediakan harta atau memberikan harta 

dalam arti meminjamkan kepada pihak peminjam sebagai orang yang 

menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, 

dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang 

membutuhkan dana yang cepat tanpa mengharapkan imbalan.  

                                                           
5
   Teungku  Muhammad  H}asbi  as} -S}iddiqiy, Pengantar Fiqih Muamalah(Semarang:  PT.  

Pustaka Rizki, 2001), 103 
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2. Dasar Hukum akad Qard{ 

a) Dasar hukum Al-Quran  

Al-Quran surah al-Baqarah ayat 245 

                      

                 

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman 

yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah 

akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat 

ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan 

(rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S al-
Baqarah: 245)

6
 

 

Al-Quran surah al-Hadid ayat 11 

                      

     

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang 

baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu 

untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S 

al-Hadid: 11)7
 

 

Al-Quran surah al-Maidah ayat 2 

...                        

                                                           
6
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, 

.2005), 61. 
7
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan ..., 538. 
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Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S al-Maidah: 2)
8
 

Dari beberapa ayat Al-Quran tersebut di atas dapat penulis ketahui 

bahwa akad al-qard{ merupakan sebuah bentuk transaksi yang 

diperbolehkan dan dianjurkan dalam syari’at Islam bahkan jika seseorang 

memberi pinjaman kepada orang lain dengan pinjaman yang baik maka 

pemberi pinjaman akan memperoleh bayaran yang berlipat ganda oleh 

Allah. Maka, kurangnya beban yang diberi pinjaman dan orang yang 

memberi pinjaman hendaknya tidak menyusahkan orang yang diberi 

pinjaman dengan berbagai transaksi yang merugikan seperti memberi nilai 

tambahan dengan melebihi nilai jumlah pinjaman ketika membayar balik 

pinjaman kelak.  

b) Dasar hukum hadith 

Selain dasar hukum dari Al-Quran di atas, terdapat pula dalam 

hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Ma>jah sebagaimana berikut : 

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا 
 مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ

 
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud berkata, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alahi 

wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang muslim memberi 

pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya 

yang pertama.” (HR. Ibnu Majah)
9
 

                                                           
8
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan ..., 156-157. 

9
 Imam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, jilid 2,816 
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الِله صَلَّى الِله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ اْلَجنَّةِ  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَسُوْلُ

ضََلُ مِنَ مَكْتُوْباً الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَاْلقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ فَقُلْتُ يَاجِبْرِيْلَ مَا بَالُ اْلقَرْضِ أَفْ
لسَّا ئِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَاْلُمسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلاَّمِنْ حَاجَةٍالصَّدَقَةِ قَالَ لَِِنَّ ا  

Artinya: “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata: aku melihat pada 

waktu malam diisra’kan, pada pintu syurga tertulis: sedekah dibalas 

sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai 

Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena 

peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam 

tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majah 

dan Baihaqi)  

 

Berdasarkan hadith di atas penulis dapat mengetahui bahwa 

memberikan utang kepada orang yang membutuhkan bahwa kedudukan 

lebih mulia daripada bersedekah dan memberikan utang saat seseorang itu 

membutuhkan sebanyak dua kali, maka nilai pahalanya sama dengan 

memberikan sedekah sekali.  

c) Dasar hukum ijma’ 

 

مَنْ نَفََّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدَُّنْيَا، نَفََّسَ الُله عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسََّرَ  

 عَلَى مُعْسِرٍ يَسََّرَ الُله عَلَيْهِ فِي الدَُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالُله فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيْهِ

 

Artinya : “Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari 

kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya 

kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi 

kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya 

Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong 
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hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.” 

 

Berdasarkan hadis di atas dapat penulis pahami bahwa 

diperbolehkan memberi pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan 

dan ia merupakan bentuk muamalah yang tidak dilarang dalam Islam. 

Mengenai disyari’tkan akad qard{, para ulama telah menyepakati bahwa 

qard{ boleh dilakukan. Hal ini disepakati oleh para ulama karena didasari 

oleh sifat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan 

dari orang lain. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi sebagian 

dari kehidupan manusia. Islam juga merupakan agama yang sangat 

memerhatikan segenap kebutuhan manusia.
10

  

3. Rukun dan syarat akad qard{ 

  Suatu akad baru terbentuk jika terpenuhi rukun dan syaratnya. 

Adapun rukun dan syarat akad qard{ yaitu sebagai berikut: 

a) Rukun  

 Rukun merupakan hal yang sangat esensial, apabila rukun tidak 

terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu 

perjanjian tidak sah atau batal.
11

 Rukun akad qard{ terdiri atas :  

1) Aqid (muqrid{ yaitu orang yang berpiutang dan muqtarid{ penerima 

utang) 

                                                           
10

 Nurul Huda dan Mohd Heykal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis 

(Jakarta,Prenada Media Group, 2010), 60 
11

 Mohammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya, UIN SA Press, 2014), 

191  
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2) ma’qu>d ‘alaih  (uang atau barang yang dipinjamkan) 

3) Ija>b dan qabu>l 12
 

  Selain itu, menurut Chairunman Pasaribu bahwa rukun qard{ 

terdapat empat macam yaitu : 

1) Orang yang memberi utang 

2) Orang yang berutang 

3) Barang yang diutangkan (objek) 

4) Ucapan ija>b dan qabu>l (lafadz)
13

 

 

 Oleh sebab itu, dalam utang piutang telah dianggap terjadi apabila 

rukun dan syarat utang piutang itu sudah terpenuhi. Rukun adalah unsur 

yang terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari 

sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam 

pelaksanaan utang piutang adalah : 

b)  Syarat  

1) A<qid  

  Bagi a>qid baik muqrid{ maupun muqtarid{ disyaratkan haruslah 

orang yang dibolehkan melakukan tasharruf atau memiliki ahliyah. Oleh 

karena itu, akad qard{ tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih 

dibawah umur atau orang gila. Syafi ‘iyah memberikan persyaratan untuk 

muqridh, yaitu : 

                                                           
12

 Moh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi ...,80 
13

 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),137 
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a. Ahliyah atau kecekapan untuk melakukan tabarru’ 

b. Mukhtar  (memiliki pilihan) 

  Sedangkan untuk muqtarid{ disyaratkan harus memiliki ahliyah 

atau kecekapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan 

tidak mahjur ‘alaih.
14

   

2) Ma ‘qu>d ‘alaih (uang atau barang) 

  Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Ma>likiyah, Sha>fi ‘iyah, 

dan Hana>bilah, yag menjadi objek dalam qard{ adalah sama dengan objek akad 

salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (mauzu>nat), 

maupun qi>miya>t yang tidak ada persamaanya di pasaran) seperti hewan, 

barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan 

lain, setiap barang yang dijadikan objek akad qard{. Sedangkan Hana>fiyah 

mengemukkan bahwa ma ‘qud ‘alaih hukumnya sah dalam ma>l mithl<i. 

Namun, barang-barang qi>miyat seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek 

qard{ karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.
15

 

3) Si>ghat (ija>b dan qabu>l)  

  Ija>b adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang 

yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 

sedangkan dalam qabu>l adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula 

yang diucapkan setelah adanya ija>b. Pengertian ija>b qabu>l ini bermakna 

                                                           
14

 Mohammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam …, 72 
15

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: AMZAH, 2010), 278 
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bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli membeli 

sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam.
16

 

  Si>ghat al-‘aqdi > yang disebut dalam ija>b qabu>l, yaitu perkataan 

yang menunjukan kehendak kedua belah pihak dan ini harus memenuhi 3 

unsur :  

a. Harus terang pengertiannya 

b. Harus bersesuai antara ija>b qabu>l  

c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang 

bersangkutan. 
17

 

  Si>ghat ija>b juga bisa digunakan dengan lafal qard{ (utang atau 

pinjam) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti 

kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan 

ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.” 

Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan 

pemberian utang yang harus dibayar.
18

 

4. Macam-macam akad qard{ 

 ̀ Qard{ dibedakan menjadi dua macam yaitu :
19

 

                                                           
16

 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), 52 
17

 M. Hasby As-Siddiqy, Pengantar Fiqh Muamalah, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 24 
18

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat ..., 278 
19

 Abdul Ghofur Anshori, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, (Citra Media, 

Yogjakarta, 2006),II,123. 
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a) Qard- Al Hassan, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, 

dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajipan 

mengembalikan. Adanya qard{ al hassan ini sejalan dengan kententuan 

Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 60 yang memuat tentang 

sasaran atau orang-orang yang berhak atas zakat, yang salah satunya 

adalah Gharim yaitu pihak yang mempunyai utang dijalan Allah. 

Dengan qard{ al hassan maka dapat membantu sekali orang-orang 

yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan utangnya kepada 

orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untk mengembalikan 

utang tersebut kepada pihak yang meminjam. Keberadaan akad ini 

merupakan karakteristik dari kegiatan usaha perbankan syariah yang 

berdasarkan pada prinsip tolong menolong. 

b) Al-qard{ yaitu memberi sesuatu pinjaman kepada orang lain dengan 

kewajiban mengembalikan pokoknya kepada pihak yang meminjam. 

 

5. Hukum (ketetapan) akad qard{ 

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, qard} menjadi tetap 

setelah pemegangan atau penyerahan. Dengan demikian, jika seseorang 

menukarkan (iqtarad}a) satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga 

gandum tersebut dan harus memberikan benda yang sejenis (gandum) 

kepada muqrid{ jika meminta zatnya. Jika muqrid} tidak memintanya, 

muqtarid} tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun qard{ (barang yang 
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ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf, muqtarid} tidak 

memiliki qard} selama qard{ masih ada. 

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ketetapan qard{, sebagai 

mana terjadi pada akad-akad lainnya, adalah dengan adanya akad 

walaupun belum ada penyerahan dan pemegangan. Muqtarid} dibolehkan 

mengembangkan barang sejenis dengan qard}. Jika muqtarid} meminta 

zatnya, baik yang serupa maupun asli. Akan tetapi, jika qard} telah 

berubah, muqtarid} wajib memberikan benda-benda sejenis. 

Pendapat ulama Hanabilah dan Syafi’iyah senada dengan pendapat 

Abu Hanifah bahwa ketetapan qard} dilakukan setelah penyerahan atau 

pemegangan. Muqtarid} harus menyerahkan benda sejenis (mitsli) jika 

penukaran terjadi pada harta mitsli sebab lebih mendekati hak muqrid{. 

Ulama Hanabilah bependapat bahwa pengembalian qard} pada 

harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun 

pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan 

mereka ada dua pendapat, pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama, 

yaitu membayar nilainya pada hari akad qard}. Pertama, mengembalikan 

benda sejenis yang mendekati qard} pada sifatnya. 

Menurut hukum takli<fi<, hukum qard{ menjadi terkadang boleh, 

terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu 

sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu 

mengikuti hukum tujuan. 
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Jika  orang  yang  berhutang  adalah  orang  yang  mempunyai  

kebutuhan  sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang 

kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang. Jika pemberi 

hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk 

berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi 

hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya. 

Hukum memberi hutang menjadi mubah apabila seseorang 

berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk 

menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat 

keuntungan yang besar. 

Jika seseorang itu yakin yang dirinya bisa membayar hutang, 

seperti ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat 

untuk meggunakan hartanya membayar hutangnya maka ia bole 

berhutang. Namun, jika hal-hal tesebut tidak terjadi pada diri penghutang 

maka tidak boleh berhutang.  

Hukum berhutang wajib jika tedapat dalam kondisi yang sangat 

mendesak dan terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, 

seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.
20

 

Hukum al-qard{ pada dasarnya adalah sunnah bagi orang yang 

meminjamkan dan mubah bagi orang yang meminjam. Setiap situasi yang 

                                                           
20

  Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah, 157-158. 
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berlaku bisa mengubah hukumnya, ia bergantung pada sebab seseorang itu 

meminjam. Oleh sebab itu, hukumnya bisa berubah sebagai berikut :
21

 

Haram - Jika seseorang memberikan pinjaman padahal dia 

mengetahui bahwa pinjaman itu akan digunakan dalam perbuatan yang 

maksiat atau haram seperti membeli minuman khamar, berjudi dan 

sebagainya. 

Makruh – Jika pemberi pinjaman mengetahui bahwa peminjam 

akan menggunakan hartanta bukan untuk kemaslahatan malah untuk 

berfoya-foya dan menghambur-hamburkanya. Begitu juga jika peminjam 

tidak ada niat untuk membayar balik pinjaman tersebut. 

Wajib – Jika peminjam tidak memiliki cara lain untuk 

mendapatkan nafkah selain dari meminjam karena membutuhkan harta 

untuk menafkahi diri, keluarga, dan kerabatnya sesuai dengan kuran yang 

disyariatkan.  

Konsekuensi hukumnya harus dijalankan apabila transaksi pinjam 

meminjam telah sah dengan berpindahnya kepemilikan harta yang 

dipinjam dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Sesuai dengan 

ketentuan peminjam harus mengganti harta tersebut keika orang yang 

meminjamkan menagihnya.
22

  

 

                                                           
21

 Ibid…, 55 
22

 Ibid…, 61 
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6. Berakhirnya akad qard{ 

  Berakhirnya akad qard{ apabila waktu yang disepakati atau 

diperjanjikan telah tiba dan orang yang berutang telah mampu melunasi 

utangnya. Apabila waktu yang telah disepakati telah jatuh tempo, maka 

muqrid{ berhak meminta kepada muqtarid{ agar harta yang diutangkan 

tersebut dikembalikan dengan segera.
23

 Jika pihak muqtarid{ masih belum 

mampu untuk membayar utangnya saat jatuh tempo maka pihak muqrid{ 

haruslah memberi kelonggaran dengan perpanjangkan waktu pelunasan 

utangnya sampai pihak muqtarid{ mampu membayar utangnya tersebut. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 280: 

                          

      

Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah 

tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua 

utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
24

 

 

  Pelunasan utang harus dibayar dengan jumlah dan nilai yang sama 

dengan yang dipinjam dan tidak boleh ada tambahan (riba) dalam 

pembayaran utang. Maksud tambahan dalam pembayaran utang adalah 

                                                           
23

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 224 
24

 Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan..., 47. 
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tambahan untuk menambah pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang 

piutang. Namun, jika kelebihan atau tambahan itu ditambah saat 

pembayaran atas kehendak yang ikhlas dari pihak muqtarid{ sebagai 

membalas jasa, maka tambahan tersebut diperbolehkan karena kelebihan 

tersebut tidak menjadi syarat awal perjanjian.
25

  

B. Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia 

1. Latar Belakang Jawantankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Agama Islam Malaysia 

Pada awal tahun 1970 sebagaimana diperuntukan dalam Perkara 11 

Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) 

telah didirikan Jawatangkusa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Agama Islam Malaysia.  

Buat pertama kalinya, Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan telah 

bersidang pada 23 hingga 24 Juni 1970 yang dipanggil Persidangan 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam 

Malaysia. Persidangan tersebut telah berlangsung sebanyak 18 kali dan yang 

terakhir diadakan pada 14 Mei 1980.  

Setelah itu, penggunaan kalimat Persidangan ditukar kepada kalimat 

Muzakarah dan pada tanggal 28 hingga 29 Juni tahun 1981 telah diadakan 

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaaan buat pertama kalinya. 

                                                           
25

 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar..., 224-225. 
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Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama 

Islam Malaysia ini lebih dikenali sebagai Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan 

Malaysia (JFK) di dalam kalangan masyarakat umat Islam di Malaysia. 

Jawantakuasa Fatwa Kebangsaan ini merupakan sebuah lembaga yang 

bertanggugjawab untuk mengeluarkan fatwa-fatwa di peringkat nasional.
26

  

2. Visi, Misi dan Struktur Keanggotaan Jawatankuasa Fatwa Majlis 

Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia 

Bagi misi Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Agama Islam Malaysia adalah untuk mneraju kecemerlangan pengurusan 

hal ehwal Islam di Malaysia menjelangnya tahun 2020. Manakala, 

misinya pula adalah untuk memacu transformasi pengurusan hal ehwal 

Islam bagi meningkatkan kemaslahatan negara melalui pemerkasaan 

agensi Islam secara inovatif dan strategik. 

Struktur keanggotaan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi 

Hal Ehwal Agama Islam Malaysia terdiri dari seorang pengerusi yang 

dilantik oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam Malaysia (MKI), 

para mufti yang mengambil bagian atau yang mewakili negeri-negeri 

dalam hal ehwal agama Islam, sembilan orang alim ulama dan kalangan 

profesional muslim yang telah dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja, 

dan seorang ahli yang beragama Islam dari Perkhidmatan Kehakiman dan 

Undang-Undang yang dipilih dan dilantik oleh Majlis Raja-Raja. 

                                                           
26

 http://e-smaf.islam.gov.my, diakses pada tanggal 19 Juli 2019 

http://e-smaf.islam.gov.my/
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Kesemua ahli anggota JFK ini tidak boleh melewati 3 tahun untuk setiap 

lantikan kecuali pengerusi dan mufti.  

3. Metode Istinbat} Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal 

Agama Islam Malaysia 

Menurut pada Perkara 14 Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal 

Ehwal Kebangsaan Agam Islam Malaysia, disebutkan bahwa tugas-tugas 

Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan (JFK) adalah menimbang, 

memutuskan dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa sahaja perkara yang 

berkenaan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-

Raja.  

Jawatankuasa ini akan memberikan pendapat-pendapatnya kepada 

Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia (MKI) yang 

kemudian akan mengirimkan bersama-sama dengan rekomendasi kepada 

Majlis Raja-Raja.  

Proses pengeluaran sesuatu fatwa di Malaysia hanya berlaku apabila 

Mesyuarat Majlis Raja-Raja memerintahkan supaya Jawatankuasa Fatwa 

MKI memberikan pendapat atau fatwa tentang sesuatu isu yang timbul 

dalam kalangan masyarakat Islam. Setiap isu yang dikemukakan akan 

dikaji serta disediakan satu kertas kerja yang yang berkaitan dengan isu 

yang ditimbulkan dan kemudian dibahas dalam Mesyuarat Jawatankuasa 

MKI.  
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Antara metode istinbat} yang digunakan oleh Jawatankuasa Fatwa 

Kebangsaan adalah sebagai berikut:
27

 

a. Nas-nas yaitu Al-Quran, as-sunnah, ijma’, qiyas, istis}hab, al-

ma}salih} al-mursalah, uruf, al-adat al-muh}akkamah, syar’un 

man qablana, sad az-zara’i, dan amal ahli al-Madinah. 

b. Pendapat-pendapat para sahabat, tabi’in, imam-imam mazhab 

dan para fuqaha dengan mengadakan penelitian terhadap dalil 

dan wajh istidlalnya. 

4. Fatwa Pelaksanaan Pinjaman (Kos Pengurusan) Mengikut Prinsip Syariah 

Pada tahun 2014 telah keluarnya fatwa menurut Mufti Wilayah 

Persekutuan Malaysia, Sahibus Samalah Dato’ Seri Dr. Zulkifli Mohammad 

Al-Bakri menyatakan tentang hukum melaksanakan pinjaman menggunakan 

kos atau caj pengurusan. Hukum bagi pinjaman yang menggunakan caj 

pengurusan adalah harus menurut hukum syara’. 

Namun, harus dipastikan mengikut hukum syara’ dengan syarat-syarat 

berikut:
28

 

a. Tiada unsur riba 

b. Tiada unsur maisir (perjudian) 

c. Tiada unsur gharar ( tiada unsur tidak jelas dan penipuan) 

d. Tiada unsur mengambil kesempatan di atas kesusahan dan keperluan 

                                                           
27

 http://www.jais.Sarawak.gov.my, diakses pada tanggal 2 Juli 2019 
28

 http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa, diakses pada 2 Juli 2019 

http://www.jais.sarawak.gov.my/
http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa
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e. Setiap kos yang dikenakan berhubung dengan pengurusan itu adalah kos 

sebenarnya dan bukan sekadar meletakkan persen daripada jumlah 

pinjaman. 

f. Ada unsur redha melalui perjanjian 

g. Pihak agensi adalah tujuannya untuk membantu dan menolong pihak yang 

menggunakan perkhidmatan mereka, dan bukan semata-mata untuk 

tujuan perniagaan dan megaut keuntungan. 

h. Caj pengurusan itu hendaklah tetap sebagaimana perjanjian. Jika berlaku 

penangguhan bayaran dengan sebab-sebab tertentu, maka caj tambahan 

dikenakan kecuali kos sebenar pengurusan seperti bayaran stempel dan 

seumpamanya.  
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BAB III 

PRAKTIK PINJAMAN DALAM SKIM  PINJAMAN TEKUN NASIONAL DI 

KOTA BINTULU SARAWAK MALAYSIA 

A. Profil TEKUN Nasional  

1. Sejarah berdirinya TEKUN Nasional  

Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga atau lebih dikenali 

sebagai TEKUN Nasional merupakan sebuah lembaga yang didirikan di 

bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Pada awalnya, 

tepatnya tahun 1994   TEKUN Nasional didirikan hasil dari Konvensyen 

Ekonomi Bumiputera Pulau Pinang yang bertujuan untuk memberi 

bantuan yang berupa modal tambahan bagi pengusaha kecil bumiputera 

dalam membangunkan bisnis dengan lebih mudah dan cepat. 

Pada tahun 1995 TEKUN Nasional menjadi lebih luas, Universiti 

Sains Malaysia menjalankan projek perintis Tabung Ekonomi Kumpulan 

Usaha Niaga (TEKUN) di Pulau Pinang. Selanjutnya, projek tersebut 

dilaksanakan pula di daerah Jeli di Kelantan pada tahun 1996 dan di 

daerah Besut Terengganu pada tahun 1997. Apabila melihat projek-projek 

TEKUN semakin berkembang, maka pihak pemerintah telah membuat 

keputusan untuk memperluas TEKUN di seluruh negara dengan tujuan 

untuk membantu pengusaha-pengusaha kecil bumiputera. Pada 9 

Nopember 1998 untuk memastikan usaha TEKUN dapat diteruskan, 

maka Yayasan TEKUN Nasional telah didirikan dan dinaungkan di 

bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD). 
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Kegiatan operasional dijalankan awal 1 Febuari 1999 dan berawal 

pada tanggal ini TEKUN dapat berdiri dengan teguh dan menadapat 

dukungan penuh dari pihak pemerintah. Pada tanggal 12 Febuari 2008 

telah diberlakukan peningkatan kualitas Yayasan TEKUN yang diberi 

nama baru yaitu TEKUN Nasional dan berfungsi dalam aspek 

pembangunan kewirausahaan serta memberi perkhidmatan sokongan 

dengan terus menjadi agensi yang memberi pembiayaan kepada 

pengusaha-pengusaha kecil bumiputera. 

Pada tanggal 1 April 2009 pemerintah telah meletakkan TEKUN 

Nasional di bawah tanggungjawab Kementerian Pertanian dan Asas Tani. 

Sehingga kini TEKUN telah banyak membantu pengusaha bumiputera 

yang ingin mengembangkan bisnisnya masing-masing.
1
 

2. Visi, Misi dan Moto 

Visi TEKUN Nasional adalah untuk menjadi sebuah institusi 

peneraju pembiayaan mikro yang unggul dan Misinya pula adalah untuk 

melahirkan dan membangunkan pengusaha melalui pembiayaan mikro 

kredit yang mudah diakses. Manakala, moto TEKUN Nasional adalah 

Teman Niaga Anda. 
2
 

 

 

                                                           
1
 https://www.tekun.gov.my, diakses pada tanggal 16 May 2019 

2
 https://www.tekun.gov.my, diakses pada tanggal 16 May 2019 

https://www.tekun.gov.my/
https://www.tekun.gov.my/
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3. Struktur Organisasi TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak
3
 

CARTA ORGANISASI TEKUN NASIONAL CAWANGAN BINTULU 

 

 

 

4. Produk Skim Pembiayaan TEKUN Nasional 

a. Skim Pembiayaan Tekun Niaga 

Skim pembiayaan tekun niaga adalah produk yang menyediakan 

kemudahan pembiayan modal kecil pengusaha (mikro kredit) dengan 

mudah dan cepat. Produk skim ini untuk individu yang sudah 

mempunyai lesen bisnis dan pinjaman diberikan dari jumlah 

RM10,000 sehingga RM100,000 dengan tempoh bayaran balik dari 6 

bulan hingga 10 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan 

sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang 

                                                           
3
 Mohd Nasree, Wawancara, Pejabat TEKUN Bintulu, 22 Mei 2019 
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tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai 

pinjaman setiap tahun. 

 

b. Skim Pembiayaan Teman Tekun 

Skim pembiayaan teman tekun adalah produk yang 

menggunakan konsep berkelompok bagi menyediakan kemudahan 

pembiayaan dengan lebih mudah dan efisien untuk keperluan bisnis. 

Konsep berkelompok ini dibentuk dengan 5 orang pengusaha (lelaki 

dan wanita) untuk satu kelompok . Bisnis setiap ahli kelompok 

haruslah berdekatan anatara satu sama lain dalam lingkungan 10 

kilometer dan bergantung kepada lokasi bisinis kelompok. 

Setiap minggu ahli kelompok (TEMAN) haruslah menghadiri 

perjumpaan mingguan d i pejabat TEKUN cawangan atau tempat 

yang bersesuaian bersama pegawai TEKUN. Pinjaman yang diberikan 

dari jumlah RM1,000 sehingga RM20,000 dengan tempoh bayaran 

balik dari 6 bulan sehingga 5 tahun. Potongan biaya administrasi yang 

dikenakan sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun 

sepanjang tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% 

daripada nilai pinjaman setiap tahun.  

c. Skim Pembiayaan Program Teman Nita 

Skim pembiayaan program teman niaga adalah produk yang 

membantu pengusaha wanita untuk mendapatkan pembiayaan secara 

berkelompok dengan lebih mudah, cepat efisien untuk keperluan 
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bisnis. Konsep berkelompok program teman nita ini khas untuk 

pengusaha wanita yang dibentuk dengan 5 orang pengusaha untuk 

satu kelompok. 

Bisnis setiap ahli kelompok haruslah berdekatan antara satu 

sama lain dalam lingkungan 10 kilometer dan bergantung kepada 

lokasi bisinis kelompok. Peminjam haruslah menghadiri Seminar Asas 

Keusahawaan (SAK) TEKUN Nasional. Setiap minggu ahli kelompok 

(TEMAN) haruslah menghadiri perjumpaan mingguan di pejabat 

TEKUN cawangan atau tempat yang bersesuaian bersama pegawai 

TEKUN. 

Pinjaman yang diberikan dari jumlah RM1,000 sehingga 

RM20,000 dengan tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 5 

tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan sebanyak 4% 

daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman 

dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman setiap 

tahun.  Pinjaman yang diberikan dari jumlah RM1,000 sehingga 

RM20,000 dengan tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 5 

tahun.
4
 

d. Skim Pembiayaan Kontrak-I 

Skim pembiayaan kontrak-I adalah produk pembiayaan kontrak 

pembekualan secara terus yang diperolehi daripada Kerajaan 

Persekutuan, Kerajaan Negeri, Agensi Kerajaan dan Syarikat 

                                                           
4
 Mohd Nasree, Wawancara, Pejabat TEKUN Bintulu, 22 Mei 2019 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 
 

berkaitan Kerajaan (GLC). Produk ini memberi alternatif dan 

kemudahan pembiayaan kepada pengusaha untuk mendapatkan modal 

tambahan dengan cepat. Pinjaman yang diberikan dari jumlah 

RM1,000 sehingga RM100,000 dengan tempoh bayaran balik tidak 

melebihi daripada 6 bulan. Potongan biaya administrasi yang 

dikenakan sebanyak 1.5% sebulan.  

e. Skim Pembangunan Usahawan Masyarakat India (SPUMI) 

Skim pembangunan usahawan masyarakat india adalah  produk 

pembiayaan untuk masyarakat India menceburkan diri dalam bidang 

bisnis secara inovatif. Pinjaman yang diberikan dari jumlah RM 10, 

000 sehingga RM 100,000 dengan tempoh bayaran balik antara 6 

bulan hingga 10 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan 

sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang 

tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai 

pinjaman setiap tahun.  
5
 

f. Program Khas 

Program khas merupakan produk yang membantu rakyat dengan 

memberi pinjaman seperti: 

1) Program Agroprenur Muda 2017, TEKUN menyediakan program 

pinjaman ini untuk membantu para belia yang terlibat dengan 

aktiviti Pertanian dan Industri Asas Tani. Jumlah pinjaman yang 

diberikan RM1,000  sehingga RM50,000 dan tempoh bayaran 

                                                           
5
 Nicholas Anak Suliman, Wawancara, Pejabat TEKUN Bintulu, 22 Mei 2019 
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balik dari 6 bulan sehingga 5 tahun. Potongan biaya administrasi 

yang dikenakan sebanyak 2% daripada nilai pembiayaan setiap 

tahun sepanjang tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 

5% daripada nilai pinjaman setiap tahun. 

2) Program Pembangunan Usahawan Siswazah (PPUS), TEKUN juga 

menyediakan program pinjaman untuk membantu golongan 

mahasiswa yang telah menamatkan pengajian atau telah bekerja 

dan berminat untuk memulakan bisnis tetapi masih kekurangan 

modal. Jumlah pinjaman diberikan dari RM1,000 sehingga 

RM50,000 dan tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 5 

tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan sebanyak 4% 

daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh 

pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai 

pinjaman setiap tahun. 

3) Program Pembiayaan Nelayan/ Pemasar, TEKUN menyediakan 

pinjaman untuk membantu golongan nelayan yang memerlukan 

modal bagi melaksanakan aktiviti-aktiviti perikanan yang 

dirancang serta untuk membantu mengurangkan orang tengah 

melalui pengambil alihan hutang nelayan. Jumlah pinjaman yang 

diberikan sehingga RM50,000 dan tempoh bayaran balik 6 bulan 

sehingga 5 tahun. Potongan biaya administrasi yang dikenakan 

sebanyak 4% daripada nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang 
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tempoh pinjaman dikenakan dan simpanan wajib 5% daripada nilai 

pinjaman setiap tahun. 

4) Skim Pembiayaan Usahawan Bekas Tentera (SPBT), TEKUN 

menyediakan program pinjaman untuk bekas anggota tentera da 

juga isteri atau anak bekas tentera yang menceburi bidang bisnis 

dan kewirausahaan. Jumlah diberikan kepada bekas tentera  yang 

pansiun dan tidak pansiun dari RM1,000 sehingga RM100,000 dan 

tempoh bayaran balik dari 6 bulan sehingga 10 tahun. Manakala, 

jumlah pinjaman yang diberikan untuk isteri dan anak di kalangan 

bekas tentera dari RM1,000 sehingga RM50,000 dan tempoh 

bayaran balik dari 6 bulan sehingga 5 tahun. Potongan biaya 

administrasi yang dikenakan sebanyak 4% daripada nilai 

pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman dikenakan 

dan simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun. 

5) Program Pembangunan Usahawan Profesional Muda Bumiputera, 

TEKUN menyediakan program pinjaman untuk menggalakkan 

golongan professional menceburi bidang bisnis yang mengamalkan 

(practice) atau menjalankan bisnis berlainan dari bidang 

kemahiran untuk memulakan bisnis atau sebagai modal tambahan 

untuk meningkatkan bisnis yang sudah sedia ada. Jumlah pinjaman 

yang diberikan dari RM1,000 sehingga RM100,000 dan tempoh 

bayaran balik dari 6 bulan sehingga 10 tahun. Potongan biaya 

administrasi yang dikenakan sebanyak 4% daripada nilai 
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pembiayaan setiap tahun sepanjang tempoh pinjaman dikenakan 

dan simpanan wajib 5% daripada nilai pinjaman setiap tahun.
6
  

5. Syarat-Syarat Kelayakan Asas Pembiayaan TEKUN Nasional
7
 

1) Bumiputera dan warganegara Malaysia 

2) Masyarakat India dan warganegara Malaysia (bagi Skim 

Pembangunan Usahawan Masyarakat India) 

3) Berumur 18-60 tahun (tempoh pembayaran tamat sehingga berumur 

65 tahun) 

4) Syarikat 100% hak milik bumiputera dan masyarakat India bagi Skim 

Pembangunan Usahawan Masyarakat India. 

5) Pemohon telah menjalankan bisnis. Manakala bagi pemohon yang 

ingin memulakan bisnis dikehendaki mempunyai modal sumbangan 

tunai sendiri minima sebanyak 20% daripada pembiayaan sebagai 

komitmen untuk menjalankan bisnis. 

6) Mempunyai lessen/permit/ daftar bisnis (SSM) secara yang sah. 

7) Mempunyai tempat/ lokasi yang khusus atau berbisnis secara bergerak 

(mobile) 

8) Terlibat secara langsung dan separuh masa dalam bisnis 

9) Pembiayaan bisnis yang sedia ada tidak melebihi RM100,000 

10) Had modal berbayar tidak melebihi RM 300,000 

11) Bayaran balik pembiayaan RM 15,000 sehingga RM100,000 

menggunakan bayaran Ce k Tarikh Tertunda (Post Dated Cheque). 

                                                           
6
 Nicholas Anak Suliman, Wawancara, Pejabat TEKUN Bintulu, 22 Mei 2019 

7
 Mohd Nasree, Wawancara, Pejabat TEKUN Bintulu, 22 Mei 2019 
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B. Latar Belakang Akad Pinjam Meminjam Yang Ditetapkan Dalam Skim 

Pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia 

Jika dilihat pada ciri-ciri yang terdapat dalam TEKUN, pihak TEKUN 

menggunakan financial intermediary (perantara keuangan) bagi menguruskan 

aliran uang dari pihak pemerintah kepada rakyat. Dana yang diperoleh oleh 

TEKUN merupakan dana yang berbentuk pinjaman oleh pemerintah dan 

perlu dibayar balik dalam tempoh jangka masa yang panjang tanpa adanya 

sebarang tambahan. Maka dana tersebut sudah menjadi hak milik TEKUN. 

Melaui dana pinjaman yang diberi oleh pemerintah, TEKUN menyalurkan 

pinjaman kepada rakyat dalam bentuk pembiayaan mikro yang mudah dan 

cepat. 

Oleh karena pinjaman di TEKUN mudah dan cepat, banyak pengusaha 

terutamanya dari kalangan bumiputera lebih memilih untuk meminjam di 

TEKUN. Antara salah satu sebabnya karena di TEKUN tidak menggunakan 

apa-apa jaminan atau penjamin pinjaman sebagai syarat dalam pembiayaan di 

TEKUN.  

Selain itu, pihak TEKUN juga ada menyediakan layanan bantuan dan 

dukungan dari sudut kursus dan peluang-peluang bisnes untuk meningkatkan 

kualitas bisnes-bisnes yang dijalankan oleh pengusaha. Disebabkan ini juga 

pengusaha lebih memilih meminjam di TEKUN Nasional. 

Tujuan pihak TEKUN menggunakan konsep syariah yaitu akad pinjam 

meminjam (qard){ dalam skim pinjaman TEKUN karena mayoritas pengusaha 
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atau peminjam TEKUN adalah dari kalangan kaum Melayu Islam.Oleh itu, 

pinjaman yang ditawarkan oleh TEKUN adalah dianggap sebagai hukum 

qard{. Maka setiap qard{ haruslah mengikut kepada rukun dan syarat-syarat 

yang telah digaris panduan dalam hukum syarak.  

C. Akad Pinjam Meminjam Yang Ditawarkan Dalam Skim Pinjaman TEKUN 

Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia 

Akad pinjaman yang ditawarkan dalam skim pinjaman TEKUN 

merupakan akad yang berprinsip qard{. Setiap skim pinjaman yang 

ditawarkan di TEKUN juga terdapat dikenakan biaya tambahan. Biaya 

tamabahan yang dikenali sebagai potongan biaya administrasi yang 

dikenakan oleh pihak TEKUN kepada para pengusaha adalah sebanyak 4% 

di mana para pengusaha harus membayar secara cicilan pada setiap bulan 

selama tempoh yang yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini, yang dimaksudkan dengan potongan biaya administrasi 

4% oleh TEKUN adalah bertujuan untuk menampung potongan biaya 

administrasi dan perbelanjaan secara tidak langsung gaji karyawan, bayaran 

sewa bangunan dan seumpamanya.
8
 

Contoh  akad qard} yang dilaksanakan di TEKUN yang diwawancara 

oleh penulis adalah pengusaha yang bernama Mohammad Tajuddin bin 

Yahya yang berasal dari Kampung Jepak Bintulu dan berumur 30 tahun yang 

merupakan pengusaha restoran makanan yaitu Selera Kampung. Beliau 

mulai memohon Skim Pembiayaan Tekun Niaga pada Disember 2015 dan 

                                                           
8
 Mohd Nasree, Wawancara, Pejabat TEKUN Bintulu, 22 Mei 2019 
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mendapat pinjaman pada Januari 2016. Beliau mendapat pinjaman dari 

TEKUN berjumlah RM 15,000 yang digunakan untuk renovasi restoran 

makanannya dan tempoh bayaran balik selama 5 tahun atau 60 bulan. Pada 

setiap bulan beliau akan membayar cicilan setiap bulan sebanyak RM 362.50 

yang sudah termasuk dengan potongan biaya administrasi sebanyak 4% dan 

simpanan wajib 5% setahun selama tempoh pembayaran balik.
9
 

Selain itu, penulis juga mewawancara pengusaha yang meminjam 

dengan menggunakan Skim Pembiayaan Program TemanNita yaitu Puan 

Normala Binti Hassan yang berasal dari Kampung Assyakirin dan berumur 

42 tahun yang merupakan pengusaha toko Butik Kamek di Bintulu. Pada 

Juni 2017 Puan Normala telah memohon pinjaman kepada pihak TEKUN 

sebanyak RM 10, 000 sebagai modal dalam bisnes toko Butik Kamek dan 

tempoh bayaran balik selama 1 tahun setengah atau 18 bulan. Pada setiap 

bulan beliau akan membayar cicilan sebanyak RM 630.55 yang sudah 

termasuk dengan potongan biaya administrasi 4% dan simpanan wajib 5% 

setahun selama tempoh pembayaran balik.
10

  

Prosedur yang harus diikuti oleh peminjam adalah dengan  mengajukan 

permohonan pinjaman  di TEKUN Nasional di setiap kantor cawagan daerah 

yang berdekatan, pengusaha diwajibkan untuk mengisi formulir permohonan 

secara tertulis yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan 

TEKUN yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen persyaratan dalam 

mengajukan permohonan TEKUN yang disediakan. 

                                                           
9
 Mohammad Tajuddin, Wawancara, Bintulu Sarawak, 28 Mei 2019. 

10
 Puan Normala, Wawancara, Bintulu Sarawak, 8 Juni 2019 
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Bagi pengusaha yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan 

TEKUN secara umum harus dipenuhi oleh peminjam adalah:
11

 

1) Mengisi formulir permohonan pembiayaan TEKUN 

2) Mengisi kertas Rancangan Perniagaan 

3) Menyerahkan foto pemohon ukuran passport (1 keping) 

4) Menyerahkan copy identitas pemohon dan pasangan (KTP) 

5) Menyerahkan copy Lesen/Permit/ Daftar Perniagaan (SSM) yang sah 

6) Menyerahkan foto premis/ tempat perniagaan/ tempat projek (3 keping) 

7) Menyerahkan copy buku simpanan/ penyata bank syarikat  ( 3 bulan 

transaksi terakhir)  

8) Menyerahkan bil utilitas seperti (listrik, PDAM dan telefon) rumah atau 

tempat bisnis. 

9) Mengisi formulir kebenaran Penzahiran Maklumat Kredit Individu 

10) Menyerahkan peta ringkas lokasi tempat pemohon ke Pejabat TEKUN 

cawangan.  

11) Menyerahkan sebutharga/ cadangan pembelian peralatan  

12) Menyerahkan copy Hak Milik Tanah/ kebenaran penggunaan tapak 

13) Menyerahkan copy perjanjian sewa/ surat kebenaran penggunaan tapak 

14) Menyerahkan kontrak kerja pembekalan yang sah (belum tamat tempoh) 

15) Menyerahkan copy geran dan izin kendaraan (untuk sector pengngkutan) 

16) Menyerahkan Resolusi Ahli Lembaga Pengarah (untuk Syarikat Sdn 

Bhd) 

                                                           
11

 Nicholas Anak Suliman, Wawancara, Pejabat TEKUN Bintulu, 22 Mei 2019 
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17) Menyerahkan surat kebenaran pembiayaan dan rakan kongsi 

(perkongsian) 

D. Aplikasi Akad Qard{ 

Setelah peminjam mengisi fomulir, menyediakan dokumen-dokumen 

yang diperlukan dan memenuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh 

pihak TEKUN, pengusaha haruslah mengirim fomulir tersebut ke kantor 

TEKUN Cawangan yang berdekatan.  

Setelah itu, pihak TEKUN akan menghubungi pengusaha minimum 

dalam 14 hari waktu bekerja untuk memberikan kabar berita terhadap 

permohonan pinjaman. Jika para peminjam layak diberikan pinjaman oleh 

pihak TEKUN, pihak TEKUN akan menghubungi untuk membuat 

pertemuan menghadiri perjumpaan TEMAN TEKUN  bagi ikrar janji di 

kantor TEKUN Cawangan. Setelah ikrar janji dilaksanakan , pengusaha 

akan mendapatkan uang berbentuk cek dengan jumlah yang telah 

diluluskan. 

Dalam perjanjian pinjaman yang telah dinyatakan bahwa penguasaha 

haruslah bersetuju untuk membayar cicilan pinjaman satu bulan permulaan 

dikurangi daripada pinjaman yang diluluskan. Contohnya seperti kasus yang 

telah penulis wawancara yaitu Mohammad Tajuddin Bin Yahya pemilik 

restoran Selera Kamoung di Bintulu. Pinjaman yang diluluskan oleh 

TEKUN kepada beliau sebanyak RM 15,000 namun setelah dikurangi 
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dengan cicilan pinjaman satu bulan permulaan cek yang diterimanya 

hanyalah sebanyak RM 14, 637.50.  

Terdapat beberapa cara yang mudah yang telah disediakan oleh pihak 

TEKUN untuk membayar semula pinjaman selain dari membuat bayaran di 

kantor TEKUN yang berdekatan, para peminjam juga dibolehkan untuk 

mambayar cicilan dengan menggunakan perbankan internet seperti 

TEKUNPAY, BSN (MYBSN), RHB (RHB NOW), MAYBANK 

(MAYBANK2U) dan pos online. Selain itu, bole menggunakan cek, kartu 

debit dan di atm-atm bank BSN, RHB dan MAYBANK.  
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BAB IV 

TINAJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD QARD{ DALAM SKIM 

PINJAMAN TEKUN NASIONAL DI KOTA BINTULU SARAWAK, 

MALAYSIA. 

A. Analisis Akad Qard { Dalam Skim Pinjaman TEKUN Nasional di Kota 

Bintulu Sarawak, Malaysia 

Dalam skim pinjaman di TEKUN Nasional menggunakan konsep 

syariah yaitu akad qard{. Namun, dalam akad qard{ tersebut pengusaha juga 

dikenakan potongan biaya admnistrasi. Peminjam wajib membayar semula 

pinjaman bersama potongan biaya admnistrasi dan simpanan wajib yang 

telah ditetapkan oleh TEKUN Nasional yaitu sebanyak 9% setahun selama 

tempoh bayaran balik pinjaman. 

Dalam hukum Islam para fuqaha berpendapat bahwa dilarang keras 

meminjam uang dengan sebarang penambahan. Seperti dalam firman Allah 

SWT dalam surah Al-Imran ayat 130: 

                       

           

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada 

Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S al-
Imran: 130)

1
 

 

                                                           
1
 Departemen Agama RI. Al-Qur’an dan terjemahannya (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, 

.2005), 66 
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Skim pinjaman TEKUN Nasional merupakan satu kontrak pinjaman 

diantara pengusaha dengan pihak TEKUN Nasional yang bertanggungjawab 

menyediakan bantuan keuangan kepada para peminjam TEKUN yang layak. 

Disini jelaslah kontrak yang berlaku antara pihak TEKUN dan pengusaha 

merupakan kontrak utang piutang atau pinjaman. 

Tujuan pihak TEKUN menggunakan konsep syariah yaitu akad qard{ 

dalam skim pinjaman TEKUN karena mayoritas pengusaha atau peminjam 

TEKUN adalah dari kalangan kaum Melayu Islam. Meskipun menggunakan 

konsep syariah yaitu akad qard{ terdapat biaya tambahan yang dikenakan 

dalam skim pinjaman TEKUN. Biaya tambahan tersebut adalah potongan 

biaya admnistrasi sebanyak 4% dari nilai pembiayaan setiap tahun selama 

tempoh bayaran balik pinjaman. Oleh karena potongan biaya admnistrasi 

yang dikenakan oleh pihak TEKUN lebih kecil dari lembaga-lembaga 

pinjaman yang lain maka peminjam lebih tertarik dengan skim-skim 

pinjaman yang disediakan oleh pihak TEKUN. 

Meskipun secara perkiraan 4% ini terlihat sedikit dan murah dan telah 

mendapat legalitas patuh syariah daripada juru perunding pembiayaan patuh 

syariah yaitu Syariah Centre Of Excellence Bank Islam Malaysia Berhad, 

secara pengiraan ini tetap tidak berjaya menembusi piawaian hukum Islam 

yang telah ditetapkan oleh para ulama antarabangsa dan Jawatankuasa 

Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal ehwal Agama Islam Malaysia.
2
 Dalam 

                                                           
2
 https://www.tekun.gov.my/ms/, diakses pada tanggal 18 Juni 2019  

https://www.tekun.gov.my/ms/
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hukum Islam, pemberi pinjaman sama ada individu, lembaga pemerintah 

atau swasta tidak boleh mengenakan sebarang penambahan dalam 

peminjaman keuangan kepada peminjam terutamanya dalam jenis peratusan 

yang disandarkan kepada jumlah pinjaman.
3
  

Menurut mufti Wilayah Persekutuan yaitu Sahibus Samalah Dato’ Seri 

Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri yang merupakan salah seorang mufti 

dalam Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama 

Islam Malaysia ada mengeluarkan tentang Fatwa Pelaksanaan Pinjaman 

(Kos Pengurusan)  Mengikut Prinsip Syariah pada tahun 2014. 

Beliau menyatakan bahwa hukum menggunakan potongan biaya 

admnistrasi adalah harus dan dipastikan mengikut hukum syarak dengan 

syarat-syarat yang telah diberikan. Salah satu syarat yang harus dipatuhi 

adalah bahagian (e) yaitu setiap kos yang dikenakan berhubung dengan 

pengurusan itu adalah kos sebenarnya dan bukan sekadar meletakkan peratus 

daripada jumlah pinjaman. 

Dari syarat yang telah diterapkan dalam Fatwa Pelaksanaan Pinjaman 

(Kos Pengurusan) Mengikut Prinsip Syariah bahwa pihak TEKUN Nasional 

telah melanggar syarat tersebut dengan mengenakan potongan biaya 

admnistrasi sebanyak 4% dari nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang 

jangka waktu pembiayaan.   

                                                           
3
 http://www.e-fatwa.gov.my, diakses pada tanggal 18 Juni 2019 

http://www.e-fatwa.gov.my/
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Selain itu, menurut Majlis Syariah Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Majlis Fiqh 

Sedunia di bawah OIC (Persidangan Negara-negara Islam), mengeluarkan 

keputusan yang jelas dengan menyatakan bahwa setiap kos bagi pengurusan 

hanya dibolehkan dengan syarat biayatersebut adalah biayatambahan 

pengurusan teknis yang sebenar.  

Jika potongan biaya admnistrasi yang dikenakan melebihi biaya yang 

sebenar maka hukumnya jatuh haram. Dari putusan AAOIFI ini adalah 

seiring dengan keputusan No.13 ayat (13) yang dikeluarkan oleh Majma Fiqh 

Al-Dawli atau Majis Fatwa OIC. Ini bermakna sebarang biayayang 

dikenakan haruslah berasaskan potongan biaya admnistrasi yang sebenar dan 

bukannya sekadar meletakkan persen seperti 1%, 2%, 3%,4% daripada 

jumlah pinjaman. Inilah yang dikatakan riba karena tambahan yang diberikan 

bukan berdasarkan biayaperkhidmatan yang sebenar. 

Potongan biaya admnistrasi yang dibenarkan dalam Majlis Fatwa OIC 

ialah biayayang dikenakan berdasarkan potongan biaya admnistrasi yang 

sebenarnya tanpa terikat kepada nilai hutang peminjam. Sebagai contoh, 

sekiranyanya kos pengurusan sebenar seperti fotocopy untuk borang dan 

dokumen-dokumen yang lain bagi setiap transaksi adalah sebanyak RM 100. 

Maka biayatersebut boleh dikenakan karena peminjam tanpa mengira jumlah 

atau nilai utang yang diberikan. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 
 

Dari wawancara penulis dengan pembantu pegawai pihak TEKUN 

Nasional di Kota Bintulu Sarawak menyatakan bahwa biaya4% itu juga 

termasuk membayar sewa tempat pertemuan seperti adanya pertemuan 

mingguan pengusaha dengan pihak TEKUN. Dalam Piawaian Syariah 

AAOIFI bahwa kos sebenar tidak termasuk dalam perbelanjaan tidak 

langsung seperti kadar potongan biaya admnistrasi tersebut dikenakan 

bagi tujuan untuk menampung segala kos-kos pengurusan dan 

perbelanjaan secara tidak langsung seperti gaji pekerja, bayaran sewa 

bangunan dan seumpamanya itu tidak dibenarkan karena tidak menepati 

salah satu asas dan prinsip dalam qard{. 

Menurut Majlis Fatwa Antarabangsa setiap tambahan atau lebihan 

daripada jumlah yang dipinjam dan  dipersetujui atau disyaratkan di dalam 

kontrak ataupun dikenakan ketika kelewatan ketika membayar balik 

pinjaman sama ada dalam bentuk uang, barangan atau apa-apa manfaat lain 

dilarang adaalah riba. 

Secara asasnya potongan biaya admnistrasi adalah diharuskan karena 

bertujuan untuk menampung kos-kos pemprosesan pinjaman yang secara 

syaraknya ditanggung oleh peminjam. Namun, biayayang dikenakan haruslah 

benar-benar mencerminkan kos sebenar. Oleh itu, potongan biaya 

admnistrasi yang dikenakan oleh pihak TEKUN haruslah dikaji dan dinilai 

semula karena setiap potongan biaya admnistrasi yang sebenar harus 
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ditentukan dan dinyatakan secara jelas bagi menggelakkan berlakunya unsur 

riba yang diharamkan. 

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Qard{ Dalam Skim Pinjaman TEKUN 

Nasional Di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia 

Di dalam Islam, akad qard{ adalah sebuah perikatan atau perjanjian 

antara kedua belah pihak, dimana pihak pemberi pinjam menyediakan harta 

atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak peminjam 

sebagai orang yang menerima harta kepada orang lain yang membutuhkan 

dana yang cepat tanpa mengharapkan imbalan. Manakala, riba pula adalah 

tambahan atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan 

persen tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada 

peminjam. 

Dalam pinjaman TEKUN yang ditawarkan kepada para pengusaha 

dianggap sebagai hutang atau pinjaman (qard{) dan terdapat biaya4% yang 

dikenakan kepada peminjam. Biaya4% tesebut dinamakan sebagai potongan 

biaya admnistrasi. Biayatersebut dikenakan kepada peminjam dan dianggap 

sebagai syarat yang telah ditetapkan ke atas pinjaman. Ini karena setiap 

peminjam yang meminjam haruslah membayar balik pinjaman termasuk 

potongan biaya admnistrasi tersebut pada setiap kali pembayaran balik 

dilakukan. 

Walaupun potongan biaya admnistrasi 4% itu terlihat sedikit tetapi 

menurut hukum Islam setiap pinjaman yang mensyaratkan adanya 

penambahan itu adalah riba dan  tidak ada perbedaan skim pinjaman yang 
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ditawarkan oleh TEKUN Nasional yang berkonsepkan syariah dengan skim 

pinjaman lembaga konvensional yang lain.  

Sebagai contoh perhitungan skim pinjaman akad qard{ adalah 

pengusaha meminjam sebanyak RM15,000 selama 5 tahun atau 60 bulan dan 

biayaperkhidmatan yang dikenakan sebanyak 4% dan simpanan wajib 5% 

daripada nilai pinjaman setiap tahun.  

RM 15,000 X 9% = RM 1,350 setahun  

RM 1,350 X 5 Tahun = RM 6,750  

RM 15,000 + Rm 6,570 = RM 21,750  

RM 21,750 / 260 Minggu = RM 84 per minggu  

RM 21,750 / 60 Bulan = Rm 362.50  

Dari pengiraan di atas bermaksud jumlah pinjaman yang perlu dibayar 

oleh pengusaha yang meminjam sebanyak RM 15,000 tersebut adalah 

sebanyak RM 21, 750 yang sudah termasuk dengan potongan biaya 

admnistrasi 4% dan simpanan wajib sebanyak 5% selama 5 tahun. Potongan 

biaya admnistrasi 4% ditambah dengan simpanan wajib 5% menjadi 9% per 

tahun dan jumlah bayaran dari 9% tersebut adalah RM 1,350 setahun. 

Seterusnya, pengusaha akan membayar secara cicilan sebanyak RM 362.50 

per bulan selama tempoh 5 tahun. Sebanyak RM 600 setahun yang akan 

dikenakan oleh pihak TEKUN dari kadar potongan biaya admnistrasi 

tersebut. 
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Kesimpulannya, skim pinjaman yang ditawarkan kepada para 

pengusaha bumiputera di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia dianggap sebagai 

hutang atau pinjaman (qard{) karena pelaksanaan qard{ yang dijalankan 

seharusmya sejajar dengan konsep syariah dan mestilah diatur dengan 

beberapa prinsip dan d{awa<bit} yang khusus untuk memelihara akad qard{ 

tersebut dari termasuk dalam riba yang diharamkan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisis terhadap akad 

qard{ dalam skim pinjaman di TEKUN Nasional, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Praktik yang terjadi di TEKUN Nasional Kota Bintulu Sarawak, 

Malaysia berawal dari pihak TEKUN yang menggunakan konsep syariah 

yaitu akad qard{ dalam skim pinjaman TEKUN, namun peminjam juga 

dikenakan potongan biaya administrasi sebanyak 4% dan berarti para 

peminjam atau pengusaha harus mebayar lebih dari pinjaman tesebut.  

2. Penerapan konsep syariah yaitu akad qard{ yang digunakan dalam 

pinjaman TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, Malaysia tidak 

bersesuai dengan hukum Islam yang sebenar  karena dari pinjaman yang 

ditawarkan terdapat potongan biaya administrasi 4% dikenakan daripada 

nilai pembiayaan setiap tahun sepanjang tempo bayaran. Dari hal tersebut 

TEKUN Nasional dikatakan mengandungi riba seperti lembaga pinjaman 

konvensional yang lain. 
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B. Saran  

1. Kepada juruperunding dari Syariah Centre of Excellence Bank Islam 

Malaysia Berhad untuk mengkaji semula agar skim pinjaman yang 

digunakan oleh pihak TEKUN Nasional di Kota Bintulu Sarawak, 

Malaysia bersesuai dengan konsep syariah yang telah dietapkan dalam 

hukum Islam dan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi hal Ehwal 

Agama Islam Malaysia.  

2. Kepada pihak TEKUN untuk membuat eksplorasi terhadap kontrak dan 

konsep syariah yang lain untuk dipraktikkan seperti akad murabahah, 

ujrah dan banyak lagi.  
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